USAHA WARALABA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG 

WARALABA 

(Studi Kasus di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura) by WAHYUNINGTIYAS, DIYAH & Nashirudin, Muhammad
i 
 
USAHA WARALABA DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG 
WARALABA 
(Studi Kasus di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura) 
 
SKRIPSI 
Diajukan Kepada 
Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta 
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum 
 
Oleh: 
DIYAH WAHYUNINGTIYAS 
 NIM. 152.111.206  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SURAKARTA 
2019 
ii 
 
 
  
iii 
 
 
  
iv 
 
 
  
v 
 
 
  
vi 
 
 MOTTO 
 
  
َ
َعَل 
ْ
اُونَواَعَتَو ر ِ رب
ۡ
لٱ  َو   ىَوۡقَّلتٱ  
َ
َعَل 
ْ
اُونَواَعَت 
َ
لََو رۡمث ر
ۡ
لۡٱ  َو  رن َوۡدُع
ۡ
لٱ  َو 
ْ
اوُقَّتٱ   َ َّللٱ  َّنرإ
 َ َّللٱ  ُدي ردَش رباَقرع
ۡ
لٱ ٢  
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 
kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”1 
(QS. AL-Maidah ayat 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani 
Publishing, 2007), hlm. 106. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ix 
 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء Hamza
h 
...’… Apostrop 
x 
 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a a 
  َ   Kasrah i i 
  َ   Dammah u u 
   Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
xi 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
  Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
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6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذختأ Taꞌkhużuna 
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3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xv 
 
 ينقزارلايرخ وله الله نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Diyah Wahyuningtiyas, NIM: 152.111.206, “Usaha Waralaba dalam 
Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba (Studi Kasus di Crunchy Molen Kress Makam Haji 
Kartasura)”.  
Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan usaha waralaba 
di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura dan untuk mengetahui kesesuaian 
pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
dengan Fiqh Muamalah dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang 
Waralaba. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Dimana metode ini mendapat sumber data primer yang diperoleh dari 
pemilik Usaha Crunchy Molen Kress yakni Farikh Rona Irawan, data sekunder 
diperoleh dari skripsi, buku, jurnal, perundang-undangan, dan surat perjanjian 
waralaba.  Lokasi penelitian ini dilakuan di Crunchy Molen Kress Makam Haji 
Kartasura. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan 
pemilik Usaha Crunchy Molen Kress yakni Farikh Rona Irawan.  
Hasil penelitian usaha waralaba Crunchy Molen Kress adalah waralaba merek 
dagang dan produk sebagai suatu format bisnis. Sistem waralaba Crunchy Molen 
Kress ini beberapa praktiknya ada yang memenuhi rukun dan syarat syirkah inan 
dan ada yang tidak, Kemudian di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
sudah terpenuhi rukun dan syarat akad ija>rah sighat (ijab qabul) dan sewa. Sistem 
waralaba Crunchy Molen Kress ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Usaha waralaba yang dilakukan Crunchy 
Molen Kress dengan mitra waralaba sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 
 
Kata Kunci: Waralaba, Fiqh Muamalah, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2007.  
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ABSTRACT 
Diyah Wahyuningtiyas, SRN: 152.111.206, “Franchise Business in 
Muamalah Fiqh Perspective and Government Regulation Number 42 Year 
2007 Regarding Franchising (Case Study in Crunchy Molen Kress Haji 
Kartasura Grave)”. 
This thesis aims to determine the implementation of the franchise business 
in Crunchy Molen Kress Hajj Kartasura Grave and to find out the suitability of the 
implementation of the franchise in Crunchy Molen Kress Hajj Kartasura Grave with 
Fiqh Muamalah and Government Regulation No 42 of 2007 on Franchising. 
The research method used in this study is a qualitative method. Where this 
method gets the primary data source obtained from the owner of Crunchy Molen 
Kress Business, namely Farikh Rona Irawan, secondary data is obtained from 
thesis, books, journals, legislation, and franchise agreement. The location of this 
study was conducted at Crunchy Molen Kress Hajj Kartasura Grave. The data 
collection technique was carried out by interviewing the owner of Crunchy Molen 
Kress Business, namely Farikh Rona Irawan. 
The results of the research of the Crunchy Molen Kress franchise are 
trademark and product franchises as a business format. Some of the practices of the 
Crunchy Molen Kress franchise system are those that meet the harmony and the 
requirements of the Islamic Circle and some are not. The Crunchy Molen Kress 
franchise system is in accordance with Government Regulation Number 42 of 2007 
concerning Franchising. Franchise business conducted by Crunchy Molen Kress 
with franchise partners is in accordance with the criteria contained in Government 
Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising. 
 
Keywords: Franchise, Muamalah Fiqh, Government Regulation Number 42 of 
2007. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Arus pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di bidang perdagangan 
dan jasa berkembang sangat pesat pada dewasa ini. Salah satu pendukung 
pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya 
sistem pemasaran dalam berbagai bidang usaha, hal ini menunjukkan 
semakin tingginya daya saing antar industri perdagangan dalam 
melakukan pemasaran, juga industri barang dan atau jasa. Salah satu 
sistem pemasaran yang marak dan mulai diminati serta telah berhasil 
menarik perhatian para pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha 
asing adalah sistem waralaba atau franchise. Waralaba merupakan salah 
satu daya tarik yang tinggi bagi calon pengusaha yang ingin memiliki 
usaha mereka sendiri, tetapi bukan sepenuhnya milik mereka.1 Serta 
sistem waralaba dianggap memiliki peluang sukses yang lebih besar 
daripada harus membangun usaha sendiri dari nol.2 
Waralaba, atau dalam bahasa Inggris disebut franchise, berasal dari 
bahasa Perancis yang berarti hak istimewa atau kemerdekaan 
(freedom).3Waralaba adalah pemberian hak oleh pemberi waralaba 
(franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) untuk menggunakan 
kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa 
                                                             
1Puji Sulistyaningsih, dkk., “Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) 
Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Hukum Novelty, (Magelang) Vol. 8 Nomor 1, 2017, hlm. 138. 
 
2Franky Slamet, Pengantar Manajemen Waralaba, (Jakarta: PT Indeks, 2016), hlm.1. 
 
3Ibid., hlm.18. 
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berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas 
perusahaan (logo, merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana 
pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu atau jam 
operasional, pakaian, dan penampilan karyawan) sehingga kekhasan usaha 
atau ciri pengenal bisnis dagang atau jasa milik penerima waralaba sama 
dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang atau jasa milik dagang pemberi 
waralaba.4 
Dalam sistem waralaba terdapat pola bisnis maupun pola 
pemasaran yang melibatkan kerja sama dua belah pihak. Hubungan dua 
belah pihak tersebut dibangun atas dasar perjanjian. Dalam waralaba, 
perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak ini disebut dengan 
perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan suatu pedoman 
hukum yang menggariskan tanggung jawab dari pemberi waralaba dan 
penerima waralaba.5 
Perjanjian waralaba merupakan suatu tindakan hukum yang 
menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Melalui 
perjanjian waralaba, pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima 
waralaba sebagai mitra usahanya untuk menjalankan usaha di bidang yang 
sama dengan menggunakan merek dagang atau nama dagang dan hak 
milik intelektual lainnya dengan menjaga standar kualitas dan reputasi 
pemberi waralaba sehubungan dengan penggunaan merek dari barang dan 
                                                             
4Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2005), hlm.200. 
 
5Juajir Sumardi, Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 9. 
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atau jasa yang diperjanjikan tersebut. Pengaturan hak dan kewajiban 
pemberi waralaba dan penerima waralaba harus jelas, seimbang dan 
memiliki batas-batas tertentu agar di dalam pelaksanaannya tidak 
mengakibatkan kesewenang-wenangan salah satu pihak. Para pihak yang 
terikat oleh hak dan kewajiban tersebut selain memperhatikan hak dan 
kewajiban mereka sebagai pihak-pihak terikat dalam perjanjian waralaba 
agar memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai peraturan waralaba yang 
sudah dibuat pemerintah dan di dalam hukum Islam.6 
Dalam fiqh muamalah terdapat akad-akad yang mengatur semua 
tentang kegiatan berbisnis. Dilihat dari sudut bentuk perjanjian yang 
diadakan dalam waralaba bahwa perjanjian itu sebenarnya merupakan 
pengembangan dari bentuk kerja sama (syirkah) dan ija>rah. Akad syirkah 
adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu 
usaha tertentu yang halal dan produktif dimana masing-masing pihak 
memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 
risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerja sama.7 Adapun 
ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran sewa tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.8 
                                                             
6Puji Sulistyaningsih, dkk., “Sistem Bagi Hasil..., hlm. 139. 
 
 7Maratun Shalihah, “Konsep Syirkah Dalam Waralaba”, Jurnal Tahkim, (Ambon) Vol. 12 
Nomor 2, 2016, hlm. 144. 
 
8Yazid, Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179 
 
4 
 
 
 
Dalam konsep waralaba terkandung salah satu konsep dari syirkah, 
yang mana penerima waralaba mengeluarkan modal untuk operasional 
usahanya, sedangkan pemberi waralaba memberikan hak patennya berupa 
produk yang diwaralabakan dan memasok barang atau produk yang 
diwaralabakan. Jadi, syirkah dalam waralaba selain merupakan 
perserikatan berbagai modal dari pemberi waralaba dan penerima 
waralaba, pihak yang bermitra berhak ikut terlibat dalam manajemen 
usaha, para pihak dapat membagi perkerjaan mengelola usaha sesuai 
kesepakatan.9 
Selain dalam fiqh muamalah terdapat akad syirkah dan ija>rah yang 
mengatur tentang bisnis waralaba, terdapat hukum positif yang berlaku di 
Indonesia yang mengatur tentang waralaba. Legalitas yuridis waralaba di 
Indonesia sudah ada sejak tahun 1997 dengan adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba10. 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba di 
atas masih relatif sederhana dan dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk 
mengatur dinamika perkembangan usaha waralaba di Indonesia terkait 
dengan persoalan hak kekayaan intelektual (HKI) yang menjadi salah satu 
objek usaha waralaba. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.11 Melalui Peraturan 
                                                             
 9Ibid,, hlm. 149-150 
10Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. 
 
 11M. Muchtar Rivai, “Pengaturan Waralaba di Indonesia Perspektif Hukum Bisnis”, 
Jurnal Liquidity, (Jakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2012, hlm. 161-162 
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Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menentukan rumusan waralaba yang 
lebih sempurna dari rumusan waralaba sebelumnya.12 
Sebagai studi kasus penelitian ini mengambil contoh dari 
pelaksanaan perjanjian waralaba yang bergerak di bidang kuliner, yaitu di 
Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura. Crunchy Molen Kress 
merupakan usaha waralaba makanan tradisional molen yang dibuat dengan 
nuansa modern dengan berbagai inovasi macam isian. Crunchy Molen 
Kress didirikan oleh Farikh Rona Irawan pada tahun 2013, yang bertempat 
di Makam Haji Kartasura. Crunchy Molen Kress hingga saat ini sudah ada 
30 outlet yang tersebar di area Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, Salatiga, 
Yogyakarta dan Kendal. 15 outlet diantaranya adalah milik mitra 
waralaba.13 
Alasan memilih Crunchy Molen Kress sebagai objek penelitian 
karena usaha waralaba yang tergolong besar dengan omzet laba bersih 
yang diperoleh pemilik usaha waralaba sekitar 30 juta rupiah dan sudah 
mempunyai banyak outlet dan mitra waralaba.14 Selain itu alasan memilih 
Crunchy Molen Kress yakni karena Crunchy Molen Kress merupakan 
usaha waralaba yang tergolong baru. Crunchy Molen Kress berdiri pada 
tahun 2013, sedangkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 sudah 
                                                             
12Abdullah Taufik, “Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syari’ah”, Jurnal 
Qawanin, (Kediri) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 30 
 
13Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara 
Pribadi, tanggal 18 Februari 2019, 11.00-11.15 WIB.  
 
14Ibid 
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ada sejak tahun 2007. Peraturan tersebut sudah ada terlebih dahulu 
dibandingkan dengan berdirinya usaha waralaba Crunchy Molen Kress. 
Sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam semestinya dalam 
menjalankan usaha bisnis menjalankan prinsip fiqh muamalah yang 
berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, agar terhindar dari spekulasi 
(Maysir), penipuan (Gharar), haram, bunga (Riba), berbahaya (Dharar).15 
Jadi ini menarik sebagai bahan penelitian apakah usaha waralaba 
Crunchy Molen Kress sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 
hukum Islam. Kemudian penelitian ini disusun dengan judul: “Usaha 
Waralaba Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus 
Di Crunchy Molen Makam Haji Kartasura)”.  
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka permasalahan 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:  
1. Bagaimana pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen Kress 
Makam Haji Kartasura? 
2. Apakah pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen Kress Makam 
Haji Kartasura telah sesuai dengan Fiqh Muamalah dan Peraturan 
Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba? 
 
 
                                                             
 15Linda Firdawati, “Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam,” ASAS Jurnal Hukum 
Ekonomi dan Islam, (Lampung) Vol. 3 Nomor 1, 2011, hlm. 45 
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C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah 
dirumuskan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen 
Kress Makam Haji Kartasura. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy 
Molen Kress Makam Haji Kartasura dengan Fiqh Muamalah dan 
Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. 
D. Manfaat Penelitian 
Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
secara teoritis yaitu: 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan mengenai waralaba, 
khususnya waralaba kuliner. 
b. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 
penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
secara praktis yaitu: 
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a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif bagi 
usaha waralaba Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura agar 
semakin meningkatkan kualitas usahanya.  
b. Penelitian ini dapat memberikan kesadaran hukum bagi pelaku 
bisnis waralaba, memulai bisnis waralaba yang baik dan benar 
sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan 
prinsip fiqh muamalah. 
E. Kerangka Teori 
Dilihat dari sudut format usaha yang dilakukan dalam usaha 
waralaba, dan diperhatikan dari teori akadnya sebenarnya merupakan 
perkembangan dari bentuk kerja sama (syirkah).16 Syirkah adalah akad 
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk 
bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk 
melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Pihak 
memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan 
risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.17 
Unsur-unsur yang ada dalam kerja sama bentuk waralaba adalah:  
1. Kesepakatan (perjanjian waralaba) atau biasa disebut dengan ijab dan 
qabul. 
2. Pelaku (pemberi waralaba dan penerima waralaba), dalam hal ini 
pemberi waralaba bertindak sebagai pihak yang bermodal tenaga dan 
ide berupa hak cipta ke dalam kerja sama. Sedangkan penerima 
                                                             
 16Maratun Shalihah, “Konsep Syirkah Dalam…, hlm. 144. 
 17Ibid., hlm. 144 
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waralaba bermodal dan tenaga dalam kerja sama dan juga turut serta 
pengelolaan waralaba. 
3. Peralatan (alat atau sarana yang digunakan dalam operasional bisnis 
waralaba yang bisa disebut modal). 
4. Keuntungan (bagi hasil) didasarkan atas kesepakatan bersama 
berdasarkan presentase kewajiban yang diberikan oleh masing-masing 
pihak.18 
Menurut fiqh muamalah bisnis waralaba lebih khusus digolongkan 
sebagai jenis syirkah inan, karena sesuai dengan syarat khusus syirkah 
inan. Sebagai kemitraan bisnis, pihak pemberi waralaba bermodalkan hak 
kekayaan intelektual dan tenaga ahli bisnis, sedang penerima waralaba 
bermodalkan harta dan tenaga. Masing-masing mitra bisnis tersebut 
bersepakat untuk berbagi hasil dan resiko dari usaha bisnis yang 
dijalankan sesuai dengan kuantitas dan kualitas beban kerja atau 
kewajiban masing-masing.19 
Selain itu salah satu dasar perjanjian bisnis waralaba adalah 
pemberian lisensi (ijin) oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 
untuk menggunakan Hak Kekakayaan Intelektual (HKI) atau ciri khas 
pemberi waralaba di dalam menjalankan bisnisnya dengan imbalan 
sejumlah royalty yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba dalam 
batas waktu tertentu. Dasar perjanjian bisnis waralaba tersebut tidak jauh 
                                                             
18Ibid., hlm. 150 
 
19Ibid., hlm. 151  
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berbeda dengan dasar akad ija>rah dalam hukum Islam yaitu mempunyai 
persamaan memindahkan kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa 
dengan pembayaran sewa dalam batasan waktu tertentu. Oleh karena itu 
konsep waralaba setara dengan konsep ija>rah.20 
Usaha waralaba dapat dikatakan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba apabila memenuhi 
ketentuan dalam peraturan tersebut. Perjanjian waralaba sebisa mungkin 
dibuat dalam bahasa Indonesia, namun jika dibuat dalam bahasa asing, 
maka harus ada terjemahan bahasa Indonesia.21  
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
tentang waralaba usaha waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Memiliki ciri khas usaha. 
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. 
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.22 
Dalam pasal 5 perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit: 
nama dan alamat para pihak; jenis Hak Kekayaan Intelektual; kegiatan 
                                                             
20Puji Sulistyaningsih, dkk., “Sistem Bagi Hasil..., hlm 148 
 
21Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 159.  
 
22Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba  
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usaha; hak dan kewajiban para pihak; bantuan, fasilitas, bimbingan 
operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba 
kepada Penerima Waralaba; wilayah usaha; jangka waktu perjanjian; tata 
cara pembayaran imbalan; kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak 
ahli waris; penyelesaian sengketa; dan tata cara perpanjangan, pengakhiran 
dan pemutusan perjanjian.23 
Dalam pasal 6 perjanjian waralaba juga diperbolehkan untuk dibuat 
ketentuan tentang pemberian hak bagi penerima waralaba untuk merujuk 
penerima waralaba lain, dengan ketentuan bahwa penerima waralaba harus 
meiliki dan menjalankan sendiri paling sedikit satu tempat usaha 
waralaba.24Antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 ditentukan kewajibannya 
sebagai berikut: 
1. Kewajiban Pemberi Waralaba 
a. Memberikan segala informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan 
intelektual yang diwaralabakan. Kewajiban ini di dalam pasal 7 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 disebut kewajiban 
untuk memberikan prospektus harus diberikan atau dijelaskan pada 
saat penawaran, paling sedikit mengenai: 
1) Data indentitas pemberi waralaba, yaitu berupa fotokopi Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha. 
                                                             
23Ibid., hlm. 159 
 
24Ibid., hlm. 160 
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2) Legalitas usaha pemberi waralaba, yang menyangkut Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP) dari pemberi waralaba yang 
bersangkutan. 
3) Sejarah kegiatan usahanya, yang menyangkut uraian tentang 
pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha. 
4) Struktur organisasi pemberi waralaba. 
5) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir. 
6) Jumlah tempat usaha 
7) Daftar penerima waralaba, dan 
8) Hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba 
b. Memberikan bantuan pembinaan berkesinambungan kepada 
penerima waralaba yang berupa bimbingan, pelatihan guna 
menjalankan usaha yang diwaralabakan. Pembinaan ini dapat 
menyangkut operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan 
pengembangan usaha. 
c. Harus mengutamakan penggunaan barang dan atau jasa hasil 
produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang 
dan atau jasa yang ditetapkan dalam waralaba. 
d. Harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di 
daerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang 
dan atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang 
ditetapkan dalam perjanjian waralaba. 
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e. Pemberi waralaba juga berkewajiban untuk mendaftarkan 
prospektus yang dibuat secara tertulis. Kewajiban ini dapat 
dilakukan oleh pihak lain dengan surat kuasa.25 
2. Kewajiban Penerima Waralaba 
a. Melaksanakan seluruh intruksi pemberi waralaba  
b. Melakukan pendaftaran perjanjian waralaba 
c. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bermaksud untuk menyaingi 
yang diwaralabakan 
d. Memberikan royalty kepada pemberi waralaba.26 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka dimaksud untuk mengetahui seberapa kontribusi 
keilmuan dalam penelitian ini dan berapa banyak orang lain yang sudah 
membahas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, seperti dari 
beberapa skripsi yang sejenis dengan penelitian ini. Beberapa penelitian 
yang ditemukan di antaranya: 
Skripsi dari Veronica Wulan Dary dengan judul penelitian “Praktik 
Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI No.114/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah dan Peraturan Pemerintah No. 42 
Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi di Komunitas Koperasi Syariah 212 
Surakarta)”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah, tahun 2018. Dalam penelitian ini 
membahas praktik operasional dan manajemen Koperasi Syariah 212 yang 
                                                             
25Ibid., hlm. 160-161. 
 
26Ibid., hlm. 161-162. 
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berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar. Dari penelitian ini dapat 
ditarik kesimpulan 212 mart telah memenuhi kriteria Fatwa DSN-MUI 
No.114/DSN-MUI/IX/2007 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba sehingga aman untuk bergabung berinvestasi 
mengembangkan 212 mart.27 
Skripsi dari Iis Purwanti dengan judul penelitian “Bisnis Waralaba 
Perspektif Hukum Islam”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 
Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah tahun 2007. Dalam 
penelitian ini membahas waralaba di Indonesia secara umum, dan hanya 
membahas akad syirkah dan ijarah dalam bisnis waralaba. Dari penelitian 
ini dapat ditarik kesimpulan akad yang digunakan dalam mendapatkan 
waralaba oleh franchisee yaitu hak ibtikar (hak cipta), dan adanya akad 
syirkah dan ijarah apabila ingin menyewa waralaba tersebut untuk sebuah 
usaha.28 
Skripsi dari Qisthi Abidy dengan judul penelitian “Tinjauan Fatwa 
Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan 
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba”, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum 
Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah tahun 2013. Dalam penelitian ini 
                                                             
27Veronica Wulan Dary, “Praktik Waralaba 212 Mart Menurut Fatwa DSN-MUI 
No.114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba (Studi di Komunitas Koperasi Syariah 212 Surakarta)”, Skripsi, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.  
 
28IIs Purwanti, “Bisnis Waralaba Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Jurusan Hukum 
Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta, 2007. 
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membahas waralaba dalam hukum positif yaitu Peraturan Pemerintah No. 
42 Tahun 2007 dan hukum Islam yaitu DSN-MUI. Dari penelitian ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam peraturan pemerintah sudah 
ditetapkan peraturan tentang waralaba, sedangkan dalam DSN-MUI hanya 
mengacu pada fatwa tentang syirkah dan ija>rah. Sehingga usaha waralaba 
hanya mengacu pada peraturan pemerintah saja.29 
Skripsi dari Feri Andriansyah dengan judul penelitian “Kontrak 
Waralaba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Syariah (Studi 
Kasus Pada Bakmi Raos dan Bakmi Tebet”, Universitas Islam Negeri 
Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum tahun 2011. Dalam penelitian ini membahas perbedaan diantara 
dua objek bisnis waralaba di mana diantara keduanya dapat dijelaskan 
mengenai penerapan sistem pengelolaan dalam hal bahan baku, sumber 
daya manusia, manajemen dan kontrak kerjasama. Dari penelitian ini 
dapat ditarik kesimpulan bahwa contoh objek bisnis waralaba Bakmi Raos 
dan Bakmi Tebet sistem waralabanya sudah sesuai syariah.30 
Skripsi dari Fath Algabimanyu dengan judul penelitian “Tinjauan 
Yuridis Perjanjian Franchise Dengan Konsep Mudharabah (Studi Kasus 
Ayam Penyet Surabaya Cabang Surakarta)”, Universitas Muhammadiyah 
                                                             
29Qisthi Abidy, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba”, Skripsi, 
Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang , 2013.  
 
 30Feri Andriansyah, “Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum 
Syariah (Studi Kasus Pada Bakmi Raos dan Bakmi Tebet”, Skripsi, Jurusan Muamalah Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.  
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Surakarta, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun 2016. Dalam 
penelitian ini membahas hak dan kewajiban antara pemberi waralaba dan 
penerima waralaba. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
karena perjanjian pemberi dan penerima waralaba berkonsep mudharabah 
maka para pihak bersepakat pembagian keuntungan 60% untuk pemilik 
modal, 30% untuk pengelola modal, dan 10% untuk pimpinan cabang.31 
Skripsi dari Akbar Muhammad dengan judul penelitian 
“Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba di Surakarta (Studi Kasus di 
Restoran Cepat Saji Mc Donald’s dan Steak Mas Mbong)”, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, tahun 
2009. Dalam penelitian ini membahas tentang alternatif solusi untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian 
waralaba. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian 
masalah dilakukan secara musyawarah apabila tidak mendapatkan solusi 
maka akan diselesaiakan di jalur hukum.32 
Dari berbagai penelitian yang telah dikemukakan di atas, jelas 
terdapat relevansi dengan penelitian ini, namun berbagai penelitian 
tersebut memiliki ciri khas, fokus masalah dan objek penelitian yang 
                                                             
31Fath Algabimanyu, “Tinajauan Yuridis Perjanjian Franchise Dengan Konsep 
Mudharabah (Studi Kasus Ayam Penyet Surabaya Cabang Surakarta)”,  Skripsi, Jurusan Ilmu 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.  
32Akbar Muhammad, “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba di Surakarta (Studi Kasus di Restoran Cepat 
Saji Mc Donald’s dan Steak Mas Mbong)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2009.  
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berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini secara signifikan lebih 
memfokuskan pada “Usaha Waralaba Dalam Perspektif Fiqh Muamalah 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba (Studi 
Kasus di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura)”.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 
dalam penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan 
merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 
kualitatif.33 Teknik ini adalah penelitian langsung terhadap objek 
penelitiannya. Karena objeknya adalah tentang Usaha Waralaba dalam 
Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2007 Tentang Waralaba (Studi Kasus di Crunchy Molen Kress Makam 
Haji Kartasura), maka sangat diperlukan field research dalam 
penelitiannya 
2. Sumber Data  
Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu: 
a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
subjek penelitian, dalam memperoleh data atau informasi langsung 
dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.34 
                                                             
33Wahyu Purhantara, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2010), hlm. 78. 
 
34Ibid., hlm. 79. 
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Sumber data primer diambil dari hasil wawancara. Data primer 
dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan lebih terperinci. 
b. Data Sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.35Fungsi 
dari data sekunder ini digunakan untuk menunjang data primer, 
seperti data yang diperoleh dari skripsi, buku, jurnal, perundang-
undangan, dan surat perjanjian waralaba.  
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantor Crunchy Molen Kress, yang 
beralamat di Jalan Raya Gawok No 108 Makam Haji, Kartasura, 
Sukoharjo, Jawa Tengah. Alasan memilih Crunchy Molen Kress 
karena usaha waralaba yang tergolong besar dengan omzet yang besar 
dan mitra waralaba yang sudah banyak. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan berbagai data 
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan 
data, dimana dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek 
penelitian atau responden.36 Wawancara pada penelitian ini akan 
                                                             
35Ibid., hlm. 79. 
36Ibid., hlm. 80. 
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dilakukan dengan narasumber Farikh Rona Irawan sebagai pemilik 
usaha Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura.  
b. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 
berupa sumber data-data tertulis yang mengandung keterangan dan 
penjelasan pemikiran serta tentang fenomena yang masih aktual 
dan sesuai masalah penelitian.37 Teknik dokumentasi dilakukan 
dengan mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 
skripsi ini yaitu berupa dokumen bisa berbentuk tulisan dan foto. 
5. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
deduksi. Metode deduktif adalah cara menganalisa data yang bersifat 
umum kemudian disimpulkan secara khusus. Hasil dari penggunaan 
teori ini adalah mempunyai kesimpulan seperti diterima, didukung, 
memperkuat, meragukan, mengkritik, bahkan membantah.38 Kegunaan 
metode ini untuk menganalisa konsep pelaksanaan perjanjian waralaba 
berdasarkan perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 42 
Tahun 2007 tentang waralaba.  
6. Sistematika Penelitian 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka 
diperlukan penyusunan sistematika sedemikian rupa sehingga dapat 
                                                             
37Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2008), hlm. 103.  
 
38Wahyu Purhantara, Metode Penelitian…, hlm. 60.  
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menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun 
sistematika penelitian adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan 
sistematika penulisan.  
Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi teori umum variabel 
penelitian seperti tinjauan umum waralaba, tinjauan umum akad 
syirkah, akad ija>rah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 
Tentang Waralaba. 
Bab III Deskripsi Data Penelitian, pada bab ini akan disajikan 
gambaran umum profil objek penelitian yaitu bisnis waralaba Crunchy 
Molen Kress. Dalam penyajian profil Crunchy Molen Kress juga akan 
ditampilkan sistem waralaba di Crunchy Molen Kress. 
Bab IV Analisis, pada bab ini akan disajikan analisis 
pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen Kress, dan analisis 
kesesuaian pelaksanaan usaha waralaba di Crunchy Molen Kress 
dengan Fiqh Muamalah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 
2007 tentang waralaba. 
Bab V Penutup, pada bab ini berisi uraian kesimpulan dan 
saran-saran. Kesimpulan sebagai jawaban pokok masalah yang telah 
dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan beberapa saran yang 
berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG WARALABA, SYIRKAH DAN IJA>RAH 
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TENTANG 
WARALABA 
A. Konsep Waralaba 
1. Pengertian Waralaba 
Kata waralaba merupakan terjemahan dari kata franchise yang 
berasal yang berasal dari Bahasa Perancis yang berarti privilege 
(keistimewaan) atau freedom (kebebasan) dalam kepemilikan 
usaha.1Artinya, para pihak yang mengikat kerjasama berdasarkan suatu 
perjanjian atau kontrak memiliki perusahaan serta mengoperasikan 
secara mandiri.2 
Hal yang mutlak tidak bebas adalah mengenai kepemilikan hak 
kekayaan intelektual (HKI), seperti merek, rahasia dagang, paten, dan 
hak cipta. HKI sepenuhnya dikuasai oleh pemilik waralaba, dan hanya 
dipinjamkan kepada pihak penerima waralaba guna dimanfaatkan 
secara komersial untuk jangka waktu tertentu.3 
Waralaba adalah perikatan antara pemberi waralaba dan 
penerima waralaba, dimana penerima waralaba diberikan hak untuk 
menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan menggunakan hak 
kekayaan intelektual atau ciri khas yang dimiliki pemberi waralaba 
                                                             
1Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneurship, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), hlm. 256 
 
2Amir Karamoy, Waralaba: Jalur Bebas Hambatan Menjadi Pengusaha Sukses, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1 
 
3Ibid., hlm. 1 
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dengan imbalan, berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi 
waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan 
konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba 
dan penerima waralaba.4 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, waralaba 
adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan 
usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka 
memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat 
dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan 
perjanjian waralaba.5 
Menurut Suhrawardi K. Lubis dan farid Wajdi yang dimaksud 
dengan perjanjian waralaba adalah pemberian hak oleh franchisor 
kepada franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri 
pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa berupa jenis produk 
dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, 
merek, dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran, serta 
pemberian bantuan yang luas, jam operasional, pakaian dan penampilan 
karyawan), sehingga kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dagang 
                                                             
4Victorianus Randa Puang, Hukum Pendirian dan Perizinan, (Yogyakarta: Deepublish 
Publisher, 2015), hlm. 207. 
 
5Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneurship…, hlm. 257. 
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atau jasa milik penerima waralaba sama dengan kekhasan usaha atau 
bisnis dagang milik pemberi waralaba.6 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan waralaba adalah 
penggunaan hak kekayaan intelektual atau menggunakan kekhasan 
usaha yang dilakukan oleh penerima waralaba. Usaha tersebut harus 
dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan oleh 
pemberi waralaba. Pemberi waralaba memberikan bantuan terhadap 
penerima waralaba. Sebagai imbalannya penerima waralaba membayar 
initial fee dan royalty.7 
 Di dalam waralaba terdapat dua pihak yang terlibat secara intens 
yaitu, pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba 
(franchisee). Yang dimaksud dengan penerima waralaba adalah pihak 
atau para pihak yang memberikan izin kepada penerima waralaba untuk 
menggunakan kekhasan usaha dan spesifikasi (ciri pengenal) bisnis 
miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima waralaba adalah 
pihak atau para pihak yang mendapatkan izin atau lisensi dari pemberi 
waralaba untuk menggunakan kekhasan atau spesifikasi usaha pemberi 
waralaba tersebut.8 
 
                                                             
6Suwardi, Hukum Dagang Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), 
hlm. 150. 
 
7Budi Prasetyo, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba (Franchise)”, Jurnal 
Hukum dan Dinamika Masyarakat, (Semarang) Vol. 4 Nomor 2, 2007, hlm. 217. 
 
8Ibid., hlm. 219. 
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2. Sejarah Waralaba 
Waralaba memiliki sejarah yang panjang. Pada abad 
pertengahan para raja menerima franchise untuk memburu tanah atau 
melaksanakan bentuk-bentuk perdagangan. Pada tahun 1840-an, 
pembuat bir di Jerman menerima waralaba pada sejumlah kedai 
minuman untuk menjadi distributor ekslusif di wilayahnya.9 
Di Amerika Serikat, pada tahun 1850-an, setelah perang saudara, 
Isaac Singer dari perusahaan mesin jahit Singer memuli bentuk usaha 
waralaba untuk mesin jahitnya dan memelopori penulisan tentang 
persetujuan waralaba. Meskipun upaya dilakukan gagal, dialah yang 
pertama kali memperkenalkan format bisnis waralaba di Amerika 
Serikat. Upaya ini diikuti oleh John S. Pamberton, pendiri Coca Cola. 
Sumber lain menyebutkan bahwa yang mengikuti jejak Singer bukanlah 
Coca Cola melainkan General Motors Industries pada tahun 1898. 
Waralaba didominasi oleh bisnis rumah makan siap saji (fast food) yang 
dimulai pada tahun 1919 ketika A&W Root Beer membuka restoran 
cepat saji.10 
Pada tahun 1935 Howard Deering Johnson dan Reginald 
Spraque bekerja sama memonopoli usaha restoran modern. Konsep 
mereka adalah rekanan diberikan hak menggunakan nama yang sama, 
persediaan, logo dan desain sebagi pertukaran dengan pembayaran. 
                                                             
9Serian Wijatno, Pengantar Entrepreneurship…, hlm. 256. 
 
10Ibid., hlm. 256.  
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Pada tahun 1950-an sistem ini mengalami penyempurnaan yang disebut 
waralaba sebagai format bisnis atau waralaba generasi kedua. Di 
amerika Serikat, perkemabangan yang pesat menjadikan bentuk usaha 
waralaba adalah 35% dari keseluruhan bisnis ritel. Berbagai perusahaan 
waralaba seperti Kentucky Fried Chicken (1952), McDonald’s (1955), 
Burger King (1955), Midas Muffler (1956), dan H&R Block (1958), 
memuali bisnis setelah Perang Dunia II, pada tahun 1940-an dan 1950-
an.11 
Di Indonesia bisnis waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an 
yaitu dengan hadirnya dealer kendaraan bermotor melalui pemberian 
lisensi. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada tahun 1970-an, 
konsep ini sekedar menjadi penyalur tetatpi memiliki hak untuk 
memproduksi.12 
Pada masa krisis ekonomi, waralaba termasuk bisnis yang dapat 
bertahan bahkan terus berkembang. Pada tahun 2008, menurut WALI 
(Waralaba dan Lisensi Indonesia), sebuah asosiasi waralaba, omzet tiap 
bulan yang diperoleh mencapai Rp 4,4 triliun dengan menyerap tenaga 
kerja sebanyak 890.128 orang. Selanjutnya, menurut Asosiasi Franchise 
Indonesia (AFI) pada tahun 2009 tercatat 1.010 usaha waralaba (750 
                                                             
11Ibid., hlm. 257.  
 
12Ibid., hlm. 257.  
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lokal dan 260 asing). Angka-angka tersebut semakin meningkat seiring 
makin maraknya perkembangan bentuk usaha ini.13 
Pesatnya perkembangan bisnis waralaba menurut regulasi yang 
dapat menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Salah satu payung 
hukum yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 42 Tahun 2007.14 
3. Macam-macam Bentuk Waralaba 
Waralaba dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: 
a. Waralaba Produk dan Merek Dagang (product and trade 
franchise) 
Waralaba produk merek dagang adalah bentuk waralaba 
yang paling sederhana. Dalam produk dan merek dagang, pemberi 
waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual 
produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai 
dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik 
pemberi waralaba. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang 
tersebut biasanya pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk 
pembayaran royalty di muka, selanjutnya pemberi waralaba 
memperoleh keuntungan melalui produk yang diwaralabakan 
kepada penerima waralaba.15 
                                                             
13Ibid., hlm. 257. 
 
14Ibid., hlm. 257. 
 
15Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan…, hlm. 174 
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b. Waralaba Format Bisnis (business format franchise) 
Waralaba format bisnis adalah pemberian sebuah lisensi oleh 
seseorang kepada pihak lain, lisensi tersebut memberikan hak 
kepada penerima waralaba untuk berusaha dengan menggunakan 
merek dagang atau nama dagang pemberi waralaba, dan untuk 
menggunakan keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen-
elemen yang diperlukan untuk membuat seseorang yang 
sebelumnya belum terlatih menjadi terampil dalam bisnis dan untuk 
menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-
dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Waralaba format bisnis 
terdiri dari: 
1) Konsep bisnis yag menyeluruh dari pemberi waralaba. 
2) Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek 
pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep pemberi waralaba. 
3) Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak 
pemberi waralaba. 
Dalam bisnis waralaba ini yang dapat diminta dari pemberi 
waralaba oleh penerima waralaba yaitu: 
1) Brand name yang meliputi logo, dan peralatan. 
2) Sistem dan manual operasioanl bisnis. 
3) Dukungan dalam beroperasi. 
4) Pengawasan (monitoring). 
5) Penggabuangan promosi (joint promotion). 
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6) Pemasokan bahan baku dan peralatan yang diperlukan.16 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak  
a. Kewajiban Pemberi Waralaba (franchisor) 
1) Memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan 
HAKI, penemuan, atau ciri khas waralaba, misalnya sistem 
manajemen usaha, cara penjualan atau cara penataan atau cara 
distribusi yang merupakan karakteristik waralaba, dalam rangka 
pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut. 
2) Memberikan bantuan pada penerima waralaba berupa 
pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada penerima 
waralaba.17 
b. Hak Pemberi Waralaba (Franchisor) 
1) Melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba.  
2) Memperoleh laporan-laporan secara berakala atas jalannya 
kegiatan usaha penerima waralaba.  
3) Mewajibkan penerima waralaba untuk menjaga kerahasiaan hak 
atas kekayaan intelektual serta penemuan atau ciri khas usaha, 
misalnya sistem manajemen serta penemuan atau penataan atau 
cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang 
menjadi objek waralaba.  
                                                             
16Ibid., hlm. 174-175. 
 
17Lukman Hakim, Info Lengkap Waralaba, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 65-
66. 
29 
 
4) Mewajibkan agar penerima waralaba tidak melakukan kegiatan 
yang sejenis, serupa ataupun yang secara langung maupun tidak 
langsung dapat menimbulkan persaingan dalam kegiatan usaha 
yang diwaralabakan.  
5) Menerima pembayaran royalty dalam bentuk, jenis, dan jumlah 
yang dianggap layak olehnya.18 
c. Kewajiban Penerima Waralaba (Franchisee) 
1) Melaksanakan seluruh intruksi yang diberikan oleh pemberian 
waralaba guna melaksanakan hak atas kekayaan intelektual serta 
penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen 
serta penemuan atau penataan atau cara distribusi yang 
merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.  
2) Memberikan keleluasaan kepada pemberi waralaba untuk 
melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun tiba-
tiba, guna memastikan bahwa penerima waralaba telah 
melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik.  
3) Memberikan laporan-laporan secara berkala maupun atas 
permintaan khusus dari pembei waralaba.  
4) Membeli barang modal tertentu maupun barang-barang tertentu 
lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari pemberi 
waralaba.  
                                                             
18Andrian Sutedi, Hukum Waralaba, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 41 
30 
 
5) Menjaga kerahasiaan hak atas kekayaan intelektual serta 
penemuan atau ciri khas usaha, misalnya sistem manajemen 
serta penemuan atau penataan atau cara distribusi yang 
merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.  
6) Melakukan pendaftaran waralaba.  
7) Melakukan pembayaran royalty dalam bentuk, jenis, dan jumlah 
yang telah disepakati secara bersama.  
8) Jika terjadi pengakhiran waralaba, maka wajib mengembalikan 
seluruh data, informasi, maupun keterangan yang 
diperolehnya.19 
d. Hak Penerima Waralaba (Franchisee) 
1) Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan 
HAKI, penemuan, atau ciri khas waralaba, misalnya sistem 
sistem manajemen usaha, cara penjualan, cara penataan atau cara 
distribusi yang merupakan karakteristik waralaba, dalam rangka 
pelaksanaan waralaba yang diberikan. 
2) Memperoleh bantuan dari pemberi waralaba atasa segala macam 
cara pemanfaatan atau penggunaan HAKI, penemuan, atau ciri 
khas waralaba misalnya sistem manajemen usaha, cara 
penjualan ata cara penataan atau cara distribusi yang merupakan 
                                                             
19Ibid., hlm. 42. 
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karakteristik waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba 
yang diberikan tersebut.20 
B. Konsep Syirkah 
1. Pengertian Syirkah dan Dasar Hukum Syirkah  
a. Pengertian Syirkah 
Syirkah atau syarikah secara etimologis adalah percampuran 
atau kemitraan antara beberapa mitra, atau perseroan, syarik adalah 
anggota dalam perseroan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan 
atau urusan sehingga semua anggota menjadi satu kesatuan.21 
Syarikah atau syirkah secara terminologis perserikatan 
dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan 
harta).22 
Menurut istilah hukum Islam, ada beberapa definisi syirkah 
yang dikemukakan oleh kalangan ahli hukum (fukoha), diantaranya 
adalah ulama Hanafiyah yang mendefinisikan syirkah sebagai suatu 
persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam 
hal modal dan keuntungan. Ulama Malikiyah mengatakan syirkah 
adalah suatu perizinan antara dua orang yang bekerja sama untuk 
bertindak secara hukum terhadap harta mereka. Ulama Syafi’iyyah 
dan Hanabilah memberikan pengertian bahwa syirkah adalah 
                                                             
20Lukman Hakim, Info Lengkap…, hlm. 67. 
 
21Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam 
Pandangan 4 Madzhab, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 261. 
 
22Ibid., hlm. 261. 
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keikutsertaan dua orang atau lebih di dalam suatu transaksi. Ahli 
hukum Ali al-Khafit memberikan definisi lebih luas yaitu kontrak 
dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam modal dan laba, atau 
untuk keikutsertaan di dalam modal orang lain dan labanya, atau 
untuk keikutsertaan di dalam laba tanpa keikutsertaan di dalam 
modal.23 
Syirkah atau musyarakah adalah akad kerja sama antara dua 
pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing 
pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan 
kesepakaan. Syirkah dan musyarakah, meskipun sama-sama kerja 
sama bisnis, namun ada perbedaan kedua akad tersebut. Dalam 
syirkah, masing-masing pihak ikut menanam modal dan kinerja. 
Sedangkan musyarakah, masing-masing pihak ada yang menanam 
modal saja dan tidak ikut mengelola, ada pula pihak yang menanam 
modal sekaligus pengelola modal.24 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, subtansi syirkah 
adalah akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih 
dalam membentuk usaha yang mana modal, keuntungan, kerugian 
ditanggung secara bersama-sama untuk membangun dan 
                                                             
23Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 178. 
 
24Ibid, hlm. 178.  
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mengembangkan usahanya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan 
sebelumnya.25 
b. Dasar Hukum Syirkah  
Dasar hukum syirkah dalam Al-Qur’an Surat Shad ayat 24:  
…                   
                      
              
Artinya: 
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat 
itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui 
bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada 
Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.26 
 
Bahwa pada masa Nabi Daud, ada sebagian orang-orang 
yang melakukan kerja sama (berserikat) namun sebagian dari 
mereka mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang beriman dan 
orang yang beramal sholehlah yang tidak akan pernah melakukan 
perbuatan dzalim saat bekerja sama. Maka jika dilihat dari 
kandungan pesan ayat tersebut tentang larangan saling mendzalimi 
bagi orang yang melakukan kerja sama. Ia menjelaskan tentang etika 
                                                             
25Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenamedia Group, 
2018), hlm. 169.  
 
26Depertemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, (Surakarta: Media Insani 
Publishing, 2007), hlm. 454. 
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yang harus dipenuhi jika beberapa pihak melakukan persekutuan 
dalam hak milik. Tetapi jika dikatakan bahwa pada ayat ini, Al-
Qur’an tidak berbicara tehnis dari akad syirkah.27 
2. Rukun dan Syarat Syirkah 
Rukun syirkah adalah sighat (ijab dan qabul), pihak yang 
bertransaksi, dan objek transaksi (modal dan kinerja). Ulama Fiqh 
memberikan beberapa syarat, agar rukun-rukun tersebut dapat 
menimbulkan keabsahan syirkah.28  
Syarat-syarat yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut: 
1) Shighat atau ijab qabul harus diungkap oleh kedua pihak atau lebih 
untuk mempertegas atau menunjukkan kemauan mereka, dan ada 
kejelasan tujuan dalam melakukan sebuah kontrak. 
2) Mitra syirkah harus kompeten dalam memeberikan atau diberikan 
kekuasaan perwakilan, karena dalam syirkah, setiap partner 
mendapat izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, 
masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. 
3) Keuntungan dikuantifikasikan, arti masing-masing partner (mitra 
syirkah) mendapat bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, 
bisa berbentuk nisbah atau presentase, mislanya 20 persen untuk 
setiap partner. 
                                                             
27Yazid Afandi, Fiqh Muamalah…, hlm. 122.  
 
28Harun, “Bisnis Waralaba di Indonesia Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Hukum 
Muamalat)”, SUHUF, (Surakarta) Vol. 23 Nomor 2, 2011, hlm. 157. 
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4) Penentuan pembagian keuntungan tidak boleh dalam jumlah 
nominal yang pasti, karena hal ini bertentangan dengan subtansi 
syirkah (berbagi hasil dan resiko). Subtansi syrikah dalam hal 
berbagi hasil dan resiko harus ditanggung bersama sesuai dengan 
kuantitas dan kualitas saham (modal) yang ditanamkan dan beban 
kerja masing pihak (mitra bisnis).29 
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut para 
ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul 
sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang 
lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar 
pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.30 
3. Macam-macam Syirkah 
Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis, yaitu syirkah 
hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). 
Syirkah hak milik (syirkah al-amlak) adalah syirkah terhadap zat 
barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua 
orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka.31 
Syikah  amlak  sendiri  terbagi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu  syirkah 
ijbariyyah  dan  syirkah ikhtiyariyyah. Syirkah ijbariyyah adalah 
                                                             
29Ibid., hlm. 157-158.  
 
30Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), hlm. 127.  
 
31Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam”, Jurnal Ekonomi, 
(Pekanbaru), Vol, 21 Nomor 3, 2013, hlm. 5.  
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sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa 
kehendak mereka. Sedangkan syirkah ikhtiyariyyah adalah syirkah 
yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan 
diri dalam satu kepemilikan.32 
Adapun syirkah transaksi (syirkah al-uqud) adalah syirkah yang 
objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi 
diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: syirkah ‘inan, syirkah 
‘abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mufawadhah.33 
a. Syirkah ‘Inan  
Syirkah ‘inan adalah syirkah diantara dua orang atau lebih 
yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama 
mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan 
demikian, setiap pihak yang bersyirkah memberikan kontribusi 
modal dan berpasrtisipasi dalam kinerja. Seberapa banyak 
kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kinerja dapat dibedakan 
sesuai kesepakatan bersama.34 
Tentang pembagian keuntungan, Ibnu Qadamah berkata 
“Preferensi dalam profit diperbolehkan dengan adanya pekerjaan 
dengan pertimbangan bahwa masing-masing mitra memiliki 
                                                             
32Yazid Afandi, Fiqh Muamalah…, hlm. 125-126.  
 
33Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah).., hlm. 5.  
 
34Ibid., hlm. 5.  
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pengetahuan yang lebih baik dalam manajemen maupun 
entrepreneur ataupun segi tenaga apabila dibandingkan dengan 
yang lainnya. Oleh sebab itu, pihak tersebut layak menerima 
keuntungan ekstra dari kelebihan itu. Sementara Mazhab Maliki dan 
Syafi’iyah menyetujui adanya pembagian keuntungan atau kerugian 
sesuai dengan porsi modal yang diberikan, karena keuntungan 
dalam kerja sama ini akan kembali menjadi modal”.35 
b. Syirkah ‘Abdan  
Syirkah ‘abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih 
dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa 
tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya syirkah 
seperti ini terdapat pada pekerjaan yang mebutuhkan keahlian 
khusus seperti dokter dan konsultan.36 
Ditinjau dari posisi juridis, mazhab Hanafi, Maliki, dan 
Hanbali membolehkan syirkah jenis ini, karena para pihak yang 
terlibat mempunyai profesi yang sama atau sebaliknya. 
Pertimbangan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ditemukan pada 
zaman Nabi Muhammad SAW. Para fuqaha membenarkan praktik 
syirkah ini.37 
                                                             
35Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 
hlm. 206.  
 
36Deny Setiawan, “Kerja Sama (Syirkah).., hlm. 5.  
 
37Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah…, hlm. 207. 
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c. Syirkah Wujuh 
Syirkah wujuh adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak 
menyertakan harta (seperti dalam syirkah-amwal) dan ketrampilan 
(seperti dalam syirkah ‘abdan) sebagai modal usaha. Oleh karena 
itu, syirkah al-wujuh dilakukan atas dasar watsiqah al-tujar (nama 
besar atau nama baik/kredibilitas bisnis) atau jah 
(kredibilitas/kepercayaan pebisnis lain kepada yang bersangkutan) 
yang dijadikan dasar terjadinya syirkah al-wujuh, sedangkan 
keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang 
menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.38 
d. Syirkah Mufawadhah 
Syirkah mufawadhah adalah kerja sama usaha yang 
berhubungan dengan modal, ketrampilan usaha, agama, modal dan 
usaha. Masing-masing syarik harus menyediakan dana untuk 
dijadikan modal usaha dengan jumlah yang sama, syarik memiliki 
ketrampilan usaha yang sama, syarik menganut agama yang sama 
yaitu Islam, dan syarik berkuasa secara penuh untuk melakukan 
usaha/bisnis dan juga bertanggung jawab penuh atas usaha/bisnis 
yang dilakukan.39 
                                                             
38Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Group, 2012), hlm. 43-44. 
 
39Ibid., hlm. 38.  
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4. Berakhirnya Syirkah 
Apabila tujuan mengadakan syirkah telah dapat tercapai, maka 
dengan sendirinya akad syirkah tersebut berakhir. Namun sebelum 
tujuan tercapai syirkah dapat dikatakan berakhir apabila terjadi hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Salah satu pihak membatalkan syirkah meskipun tanpa persetujuan 
pihak lainnya. Kemungkinan ini dapat terjadi sebab syirkah 
merupakan akad yang dijalankan atas keridhaan. Jumhur 
(mayoritas) ulama kecuali mazhab Maliki berpendapat bahwa tiap-
tiap mitra berhak untuk membatalkan syirkah kapanpun ia 
mengehndaki. 
b. Adanya pihak yang kehilangan kecakapan untuk bertasharruf 
(keahlian mengelola harta), baik karena kehilangan ingatan (gila) 
maupun sebab-sebab lainnya yang memungkinkan pihak 
bersangkutan dinyatakan berada dibawah pengampuan. 
c. Diantara para pihak ada yang meninggal dunia. Tetapi apabila 
anggota syirkah lebih dari dua orang, maka yang dinyatakan batal 
hanya pihak yang meninggal dunia saja, kecuali ada pihak ahli waris 
yang akan melanjutkan keanggotaan syirkah tersebut. 
d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi 
atas harta yang menjadi harta syirkah. Pendapat ini dikemukakan 
oleh mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali kecuali Hanafi. 
40 
 
e. Dalam syirkah harta akan dinyatakan batal apabila modalmengalami 
kerusakan. Jika kerusakan (musnah) terjadi setelah ditasharrufkan, 
maka telah menjadi bagian risiko bersama.40 
C. Konsep Ija>rah  
1. Pengertian Ija>rah Dasar Hukum Ija>rah  
a. Pengertian Ija>rah  
Al-ija>rah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu 
(ganti). Menurut pengertian syara, al-ija>rah adalah jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan pengganti. Al-ija>rah adalah akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri.41 
Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ija>rah yang 
dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mendefinisikan 
ija>rah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. 
Ulama Syafi’iyah menjelaskan ija>rah adalah akad atas suatu manfaat 
tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan 
kompensasi atau imbalan tertentu. Ulama Malikiyah mengatakan, 
                                                             
40Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 
111. 
 
41Harun Santosa dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, Jurnal 
Ilmiah Ekonomi Islam, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 2, 2015, hlm. 107.  
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ija>rah adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu dengan 
suatu kompensasi tertentu.42 
Bersadarkan beberapa definisi diatas, maka akad al-ija>rah 
bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau 
jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (upah sewa), yang 
tidak diikuti oleh pemindahan hak milik atas barang yang disewa. 
Subtansi akad ija>rah terletak pada pengambilan manfaat atas barang 
atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu.43 
b. Dasar Hukum Ija>rah  
Dasar hukum ija>rah dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 
6: 
..              
                  
Artinya: 
Kemudian jika mereka (isteri-isterimu yang sudah ditalaq) 
menyusukan anak-anakmu untuk kamu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan bermusyawarahlah di antaramu dengan baik, 
dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 
menyusukan anak itu untuknya.44 
 
Pada ayat di atas menggambarkan bahwa seseorang bisa 
dipekerjakan untuk menyusui anak orang laian, dan baginya syah 
                                                             
42Harun, Fiqh Muamalah…, hlm. 122.  
 
43Ibid., hlm. 122.  
 
44Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya…, hlm. 559. 
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mendapatkan upah atas pekerjaan menyusui anak orang lain 
tersebut.45 
2. Rukun dan Syarat Ija>rah  
Rukun ija>rah adalah sighat (ijab kabul), pihak pemberi sewa 
(muajir) penyewa (musta’jir), dan objek akad (upah dan manfaat). 
Rukun-rukun ini diperlukan syarat keabsahannya, yaitu: 
a. Sighat akad ija>rah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua 
pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam 
bentuk lain yang equivalen. 
b. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan 
bertindak hukum, dalam hal ini orang yang berkompeten, 
berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan 
untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing 
pihak. 
c. Objek ija>rah adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan 
asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat 
itu diperbolehkan oleh syara’. Kemampuan untuk memenuhi 
manfaat harus nyata dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan ketidaktahuan yang berakibat terjadi sengketa. 
d. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai 
kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa 
atau upah harus sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara’ serta 
                                                             
45Yazid Afandi, Fiqh Muamalah…, hlm. 181. 
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diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu 
tertentu. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat 
lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kelenturan dalam 
menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 
tempat dan jarak.46 
3. Jenis Akad Ija>rah 
a. Dilihat dari sisi objeknya, akad ija>rah dibagi menjadi dua:  
1) Ija>rah Manfaat (Al-Ija>rah ala al-Manfa’ah), contoh sewa 
menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll (ensiklopedi). Dalam 
hal ini mu’jir mempunyai benda tertentu dan musta’jir butuh 
benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana 
mu’jir mendapatkan imbalan tertentu dan musta’jir 
mendapatkan manfaat dari benda tersebut.47  
2) Ija>rah yang bersifat pekerjaan (Al-Ija>rah ala al-a’mal), dengan 
cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Mu’jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan 
lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan 
keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. 
Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan 
                                                             
46Harun, Fiqh Muamalah…, hlm. 124. 
 
47Yazid, Afandi, Fiqh Muamalah…, hlm. 187-188. 
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untuk musta’jir dan musta’jir mendapatakan tenaga atau jasa 
dari mu’jir.48 
b. Ija>rah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:  
1) Ija>rah ‘Ayan: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk 
benda atau binatang dimana orang yang menyewakan 
mendapatkan imbalan dari penyewa. 
2) Ija>rah Amal: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk 
jasa atau skill (kemampuan).49 
c. Berakhirnya Ija>rah  
Ija>rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak 
membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah 
merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang 
mewaajibkan fasakh.50 
Ija>rah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 
penyewa. 
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang 
yang menjadi ‘ain. 
                                                             
48Ibid., hlm. 188.  
 
49Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 426. 
 
50Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm. 122. 
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3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju 
yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin 
terpenuhi sesudah rusaknya (barang).  
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang 
telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.51 
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh 
ija>rah, karena adanya użur sekalipun dari salah satu pihak. 
Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, 
kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau 
bangkrut, maka ia berhak memfasakh ija>rah.52 
D. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 
Perjanjian waralaba dikatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba harus memenuhi kriteria yang 
terdapat dalam pasal: 
Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba usaha waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Memiliki ciri khas usaha, yaitu usaha yang memiliki keunggulan atau 
perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain 
sejenis, dan membuat kosumen selalu mencari ciri khas dimaksud.  
2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. Berdasarkan pengalaman 
pemberi waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan 
                                                             
51Ibid., hlm. 122.  
 
52Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 5, terj. H. Kamaludin A Marzuki, (Bandung: Al-Ma’arif, 
1987), hlm. 215.  
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telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah 
dalam perjalanan usahanya, terbukti masih bertahan dan berkembanya 
usaha tersebut dan menguntungkan.  
3. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang 
ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Maksudnya yaitu standar secara 
tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam 
kerangka kerja yang jelas dan sama.  
4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.  
5. Adanya dukungan yang berkesinambungan, yaitu dukungan dari 
pemberi waralaba dengan penerima waralaba secara terus menerus 
seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi. 
6. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar.53 
Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba “Perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian hak bagi 
penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain harus memiliki 
dan melaksanakan sendiri paling sedikit satu tempat usaha waralaba”.54 
 
 
                                                             
53Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
 
54Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN SISTEM USAHA WARALABA DI CRUNCHY 
MOLEN KRESS MAKAM HAJI KARTASURA 
A. Profil Usaha Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
1. Sejarah Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
Crunchy Molen Kress merupakan salah satu usaha yang 
bergerak dibidang kuliner dengan produk makanan yaitu molen. Usaha 
waralaba ini didirikan oleh Farikh Rona Irawan pada tahun 2013. Awal 
mula usaha ini didirikan karena niat dan inisiatif Pak Farikh yang ingin 
membuat produk molen yang inovatif dan memiliki ciri khas.  Produk 
molen di Crunchy Molen Kress ini memiliki ciri khas dan berbeda 
dengan produk molen lain karena molen di Crunchy Molen Kress ini 
dibuat dengan nuansa modern dengan berbagai inovasi macam isian. 
Alasan Pak Farikh memilih molen sebagai produk usaha karena 
manajemen produk lebih mudah, dari segi bahan baku yang mudah 
dicari, peralatan memasak, dan proses pembuatan yang mudah.1 
Pemasaran produk molen ini awalnya dilakukan sendiri oleh Pak 
Farikh dengan cara dititipkan di kantin sekolah, jajanan pasar, 
angkringan dan warung-warung di sekitar Kartasura. Pada awal mula 
didirikan usaha ini bernama Pisang Caramel Crunchy Molen. Seiring 
berjalannya waktu usaha ini mengalami perkembangan yang sangat 
                                                             
1Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni, 14.00-14.45 WIB.  
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pesat, satu tahun berselang Pak Farikh membuka outlet pertamanya di 
depan Indomaret Kopeng, Ngadirejo, Kartasura. Dengan dibukanya 
outlet ini kemudian usaha ini berubah nama yang awalnya Pisang 
Caramel Crunchy Molen menjadi Crunchy Molen Kress. Pada awal 
pembukaan outlet Crunchy Molen Kress, Pak Farikh tidak khawatir lagi 
dalam memasarkan produk molen ini, karena sudah memiliki 
pelanggan.2  
Pada tahun 2016 Pak Farikh memutuskan untuk 
mengembangkan usaha Crunchy Molen Kress dengan konsep kemitraan 
karena banyak permintaan dari konsumen Crunchy Molen Kress yang 
ingin menjadi mitra untuk bersama-sama mengembangkan usaha 
Crunchy Molen Kress ini. Usaha Crunchy Molen Kress saat ini sudah 
tersebar di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Hingga saat ini Crunchy 
Molen Kress sudah memiliki 30 outlet yang tersebar di area Sukoharjo, 
Surakarta, Boyolali, Salatiga, Yogyakarta dan Kendal. 15 outlet 
diantaranya adalah milik mitra waralaba. Pemasaran Crunchy Molen 
Kress dilakukan melalui berbagai sosial media, hasilnya semakin lama 
jumlah mitra yang bergabung bertambah banyak.3 
Keberhasilan Crunchy Molen Kress dalam mengembangkan 
usahanya tidak lepas dari usaha yang dirintis dari nol dan kualitas 
produk yang dihasilkan. Pak Farikh Juga berkomitmen akan terus 
                                                             
2Ibid  
 
3Ibid 
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berinovasi dalam mengembangkan usaha Cruncy Molen Kress ini. 
Produk molen di Crunchy Molen Kress ini ada 9 varian rasa, yaitu 
pisang original, ketan hitam, kacang hijau, pisang coklat, pisang 
stroberi, pisang nanas, pisang keju, pisang keju coklat, dan pisang 
durian.4 
2. Visi dan Misi Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
Crunchy Molen Kress ingin menjadi usaha makanan khas 
terdepan di Indonesia dengan visi “Menjadi Brand Molen Terdepan di 
Indonesia, dan memiliki misi sebagai berikut: 
a. Menjadikan standart kualitas kesehatan dan keamanan produk 
sebagai prinsip utama.  
b. Memberikan pelayanan terbaik dengan prinsip kepuasan konsumen. 
c. Berkomitmen terus berinovasi meningkatkan kualitas molen sebagai 
salah satu makanan khas Indonesia. 
d. Menjalin kerjasama secara professional dengan tiap mitra usaha. 
3. Susunan Personalia Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
 
 
 
 
 
                                                             
4Ibid  
 
Owner 
Farikh Rona Irawan 
 
Manajer Produksi 
Sandi Prasetya 
 
Manajer Keuangan 
Angga Bayu Aji 
 
Angga Bayu Aji 
Manajer Pemasaran 
Bibit Pakarisa 
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Keterangan:  
a. Owner merupakan pemilik usaha Crunchy Molen Kress yang 
memberikan wewenang serta mengadakan meeting dengan manajer 
pemasaran, produksi dan keuangan. 
b. Manajer pemasaran bertanggung jawab dalam mengembangkan strategi 
harga dengan tujuan memaksimalkan keuntungan produk yang 
dihasilkan, memastikan kepuasan pelanggan dan memberikan 
wewenang kepada marketing, operator outlate dan driver.  
c. Manajer produksi bertanggung jawab memastikan barang yang 
diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat sesuai 
dengan anggaran biaya yang tepat, serta memberikan wewenang kepada 
operator produksi. 
d. Manajer keuangan bertanggung jawab dalam penyimpanan dana 
Crunchy Molen Kress serta memberikan wewenang kepada admin 
pendapatan dan admin pengeluaran. 
e. Proses rekrutmen mitra  
Proses waralaba dilakukan oleh manager pemasaran yang disetujui 
oleh owner. Berikut gambaran umum proses waralaba di Crunchy 
Molen Kress: 
Operator Produksi 1. Admin Pendapatan 
2. Admin Pengeluaran 
1. Marketing 
2. Operator Outlet 
3. Driver 
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1) Mitra datang ke kantor Crunchy Molen Kress untuk mengajukan 
permohonan bergabung menjadi mitra. 
2) Crunchy Molen Kress memberikan syarat-syarat terkait 
waralaba di Crunchy Molen Kress. 
3) Crunchy Molen Kress memberikan formulir kemitraan yang 
berisi biodata, dan rencana usaha untuk mengembangkan usaha 
Crunchy Molen Kress. 
4) Crunchy Molen Kress memberikan proposal kepada mitra 
dengan gambaran rinci. 
5) Tim Crunchy Molen Kress melakukan survei tempat usaha 
sesuai dengan rencana yang dibuat oleh mitra. 
6) Mitra membayarkan uang muka franchisee fee sebesar 50%. 
7) Crunchy Molen Kress membelanjakan segala kebutuhan yang 
diperlukan mitra untuk memulai usahanya. 
8) Mitra melunasi kekurangan pembayaran franchisee fee dan 
menandatangani MoU perjanjian.5 
B. Sistem Waralaba di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
Prosedur waralaba di Crunchy Molen Kress dilaksanakan melalui 
perjanjian penerima waralaba dengan bidang kemitraan yang sebelumnya 
sudah dsietujui oleh owner Crunchy Molen Kress. Pihak Pertama (Pemberi 
Waralaba) mewakili usaha perseorangan dengan ruang lingkup 
                                                             
5Ibid  
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kegiataannya meliputi usaha stand makanan yang memproduksi dan 
menjual makanan berupa pisang molen aneka rasa dengan merek Crunchy 
Molen Kress sekaligus mewakili kepemilikan merek dagang Crunchy 
Molen Kress, hak cipta dan bisnis waralaba. Pihak Kedua (Penerima 
Waralaba) adalah orang yang berkehendak untuk mendirikan usaha stand 
makanan yang menjual makanan berupa pisang molen dengan merek 
Crunchy Molen Kress yang diwakili Pihak Pertama karena Pihak Kedua 
telah meminta waralaba merek Crunchy Molen tersebut kepada Pihak 
Pertama bagi usaha stand makanannya.6 
Prosedur awal waralaba mitra datang ke kantor mengajukan 
permohonan bergabung menjadi mitra waralaba di Crunchy Molen Kress, 
Crunchy Molen Kress sebagai Pemberi Waralaba memberikan syarat-syarat 
yang harus dipenuhi dan dipahami oleh Penerima Waralaba, syarat-syarat 
tersebut nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis. 
Crunchy Molen Kress memberikan formulir yang harus diisi oleh mitra, 
formulir tersebut berisi data diri mitra, rencana usaha yang akan dijalankan 
meliputi lokasi outlet, operator outlet, target pasar, dan target penjualan.7 
Selanjutnya Pemberi Waralaba memberikan proposal rencana usaha 
kepada Penerima waralaba yang berisi gambaran rinci tentang potensi 
keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh oleh Penerima waralaba. 
                                                             
6Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen Kress Nomor 1 Tahun 2018. 
  
7Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni 2019, 14.00-14.45 WIB. 
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Pemberi Waralaba juga memberikan informasi tentang prosedur bisnis 
waralaba yang akan dijalankan, sehingga pihak Penerima Waralaba dan 
Pemberi Waralaba mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam 
menjalankan bisnis waralaba Crunchy Molen Kress.8 
Selanjutnya Crunchy Molen Kress (Pemberi Waralaba) melakukan 
survei tempat outlet sesuai dengan lokasi outlet yang sudah diisi oleh mitra 
di formulir, apabila tempat outlet sudah sesuai dengan standar dari Crunchy 
Molen Kress, maka tahap selanjutnya yaitu pembayaran uang muka 50% 
dari modal awal atau franchisee fee yang sudah ditetapkan oleh Crunchy 
Molen Kress sebesar Rp. 21.0000.0000,00. Setelah uang muka sebesar Rp. 
10.500.000,00 atau 50% dari franchisee fee sudah diterima oleh Crunchy 
Molen Kress, tahap selanjutnya Crunchy Molen Kress membuat 
perlengkapan untuk usaha waralaba mitra, berupa gerobak, peralatan masak 
dan lain-lain. Setelah perlengkapan untuk usaha mitra sudah lengkap maka 
mitra harus melunasi franchisee fee, selanjutnya pihak Crunchy Molen 
Kress mengirim semua perlengkapan di outlet mitra, dan pihak mitra tanda 
tangan MoU kemitraan.9 
Selain mendapatkan perlengkapan untuk usaha atas pembayaran 
franchisee fee dari Crunchy Molen Kress, mitra juga mendapatkan fasilitas 
training untuk operator outlet milik mitra. Training dilakukan selama satu 
minggu dari hari pertama sampai hari ketujuh setelah pembukaan outlet. 
                                                             
8Ibid 
 
9Ibid 
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Tujuan melakukan training ini agar operator outlet bisa menggoreng dan 
membuat laporan penjualan sesuai dengan standar yang ditetapkan Crunchy 
Molen Kress. Crunchy Molen Kress juga memberikan fasilitas promosi 
outlet milik mitra waralaba.10 
Franchise fee ini digunakan oleh pemberi waralaba sebagai modal 
awal, dimana digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk 
membuka usaha waralaba tersebut. Franchise fee diperlukan Pemberi 
waralaba untuk membantu penerima waralaba dan terdiri dari: 
a. Bantuan pra-operasi dan awal operasi bisnis franchisee. 
b. Pembuatan manual operasi untuk digunakan franchisee. 
c. Penyelenggaraan pelatihan awal (training) dan biaya konsultasi, 
khususnya pada operasi bisnis waralaba. 
d. Biaya promosi/iklan, khususnya untuk promosi menjelang pembukaan  
bisnis waralaba.11 
Jangka waktu perjanjian waralaba Crunchy Molen Kress antara 
penerima waralaba dan pemberi waralaba adalah 5 tahun. Dapat 
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi Waralaba dan 
Penerima Waralaba. Pihak pemberi waralaba dapat mengakhiri perjanjian 
secara sepihak apabila penerima waralaba tidak mengikuti ketentuan-
                                                             
10Ibid 
 
11Darmawan Budi Suseno, Waralaba Syariah, (Yogyakarta: CAKRAWALA, 2008), hlm. 
56. 
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ketentuan yang sudah diatur dalam MoU perjanjian yang telah disepakati 
kedua belah pihak.12 
Dalam penjualan produk molen mitra tidak membuat sendiri produk, 
akan tetapi dengan sistem kulakan atau membeli dari pabrik Crunchy Molen 
Kress, mitra membeli produk molen mentah yang sudah jadi. Hal ini sudah 
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Crunchy Molen Kress agar 
menjaga kualitas dan cita rasa dari produk molen di Crunchy Molen Kress. 
Pengiriman produk molen disetiap outlet dilakukan setiap hari karena 
produk molen yang dijual harus dalam keadaan fresh. Pembayaran 
pembelian produk molen dilakukan dengan sistem bayar ditempat pada saat 
pengiriman produk molen di outlet mitra. Harga kulak pembelian produk 
molen mentah berbeda setiap varian rasanya. Harga beli pisang nanas, 
pisang stroberi, dan pisang original Rp 650,- dengan harga jual Rp 1000,- 
untuk varian kacang hijau dengan harga beli Rp 700,- dengan harga jual Rp 
1000,- untuk varian pisang coklat dan ketan hitam harga beli Rp 900,- 
dengan harga jual Rp 1.500,- untuk varian pisang keju dan pisang durian 
harga beli Rp 1.000,- dengan harga jual Rp 1.500,- sedangkan untuk varian 
pisang coklat keju dengan harga jual Rp 1.500,- dengan harga jual Rp 
2.000,-.13 Jadi rata-rata laba kotor yang didapatkan mitra per satu molen 
yaitu Rp 300,- sampai Rp 600,-. Produk harga beli dan harga jual sewaktu-
                                                             
12Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen Kress Nomor 1 Tahun 2018. 
 
13Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen Kress Nomor 1 Tahun 2018. 
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waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Crunchy Molen Kress, atas 
pertimbangan inovasi produk dan harga bahan baku. 
Mitra waralaba mempunyai kewajiban setiap satu bulan sekali 
menyerahkan laporan keuangan usaha Crunchy Molen Kress sesuai dengan 
format yang sudah ditentukan oleh Crunchy Molen Kres. Periode 
pembukuan pada bulan pertama dimulai pada tanggal 29 dan pada bulan 
berikutnya pembukuan dilakukan pada tanggal 28. Laporan keuangan 
digunakan untuk kepentingan penentuan besarnya royalty fee yang wajib 
dibayarkan setiap bulannya dan analisa operasional laba atau rugi mitra 
waralaba.14 
Apabila usaha waralaba sudah mulai berjalan penerima waralaba 
wajib memberikan royalty fee sebesar 2% dari laba bersih yang didapatkan 
oleh mitra. Pembayaran rotalty fee dilakukan oleh mitra setiap satu bulan 
sekali paling lambat tanggal 5. Royalty fee yang ditetapkan oleh pemberi 
waralaba secara rutin diperlukan untuk membiayai pemberian bantuan 
teknik selama kedua belah pihak terkait dalam perjanjian.15 
Dalam usaha waralaba ini apabila terjadi kerugian maka yang akan 
menanggung adalah pemberi waralaba dan mitra waralaba, besarnya 
kerugian ditanggung presentase modal yang diberikan dan kesepakatan 
kedua belah pihak. Mitra waralaba dalam menjalankan usaha menjual 
                                                             
14Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni 2019, 14.00-14.45 WIB. 
 
15Adrian Sutedi, Hukum Waralaba…, hlm. 73. 
 
57 
 
produk molen ini kemungkinan akan mendapatkan resiko untung dan rugi. 
Pihak Crunchy Molen Kress memberikan fasilitas sebagai konsultan dan 
memberikan masukan bagi mitra untuk meningkatkan penjualan produk 
molen.16 
 
                                                             
16Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni 2019, 14.00-14.45 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN USAHA WARALABA DI CRUNCHY 
MOLEN KRESS DAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG 
WARALABA 
1. Pelaksanaan Usaha Waralaba di Crunchy Molen Kress Makam Haji 
Kartasura 
Perjanjian usaha waralaba Crunchy Molen Kress merupakan 
kesepakatan kerja sama tertulis antara pemberi waralaba dan penerima 
waralaba. Ruang lingkup dalam perjanjian waralaba di Crunchy Molen 
Kress meliputi kesepakatan untuk memberikan dan menerima waralaba 
usaha stand makanan yang memproduksi dan menjual makanan berupa 
pisang molen aneka rasa dengan merek Crunchy Molen Kress.1  
Konsekuensi dari kesepakatan perjanjian waralaba penerima 
waralaba diwajibkan mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan 
Usaha/SOP (Standar Operasional) yang telah menjadi kesepakatan antara 
pemberi waralaba dengan penerima waralaba. 
Bentuk waralaba di Crunchy Molen Kress yang disepakati antara 
kedua belah pihak adalah waralaba merek dagang dan produk sebagai suatu 
format bisnis. Pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima 
waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh pemberi waralaba 
yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang 
milik pemberi waralaba. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang 
                                                             
1Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen Kress Nomor 1 Tahun 2018. 
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tersebut biasanya pemberi waralaba mendapatkan suatu bentuk pembayaran 
franchisee fee royalty fee.2 Pembayaran franchise fee dilakukan pada awal 
perjanjian waralaba sebagai modal awal yang digunakan untuk 
mempersiapkan segala sesuatu untuk membuka usaha waralaba tersebut, 
sedangkan pembayaran royalty fee ditetapkan oleh pemberi waralaba setiap 
satu bulan sekali diperlukan untuk membiayai pemberian bantuan teknik 
dan support operasional atau promosi selama kedua belah pihak terkait 
dalam perjanjian.  
Mitra waralaba yang ingin mengajukan permohonan waralaba wajib 
membayar franchisee fee sebesar Rp 21.000.000,00 dengan jangka waktu 5 
tahun. Mitra waralaba juga diharuskan membayar uang muka sebesar 50% 
dari total franchisee fee yang telah ditetapkan oleh Crunchy Molen Kress. 
Pembayaran uang muka dibayarkan pada saat ditandatanganinya perjanjian 
kerjasama antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dengan 
pembayaran uang muka ini mitra berhak mendapatkan merek dagang dan 
format bisnis Crunchy Molen Kress, gerobak untuk usaha, peralatan masak 
dan lain-lain. Setelah perlengkapan untuk usaha mitra sudah lengkap maka 
mitra harus melunasi franchisee fee, selanjutnya pihak Crunchy Molen 
Kress mengirim semua perlengkapan di tempat outlet mitra, dan pihak mitra 
tanda tangan MoU kemitraan.3 
                                                             
2Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan…, hlm. 174 
 
3Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni 2019, 14.00-14.45 WIB. 
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Dalam perjanjian waralaba di Crunchy Molen Kress, terdapat hak-
hak dan kewajiban yang harus disepakati antara pemberi waralaba dan calon 
penerima waralaba antara lain: 
a. Kewajiban penerima waralaba Crunchy Molen Kress 
1. Membayar franchisee fee yang telah ditetapkan. 
2. Menyiapkan lokasi yang outlet yang strategis untuk usaha waralaba. 
3. Penerima waralaba menyiapkan tenaga operator outlet. 
4. Tidak diperbolehkan menjual produk selain produk molen Crunchy 
Molen Kress. 
5. Penerima waralaba wajib menjaga rahasia dagang Crunchy Molen 
Kress 
6. Penerima waralaba wajib membeli produk molen di Crunchy Molen 
Kress setiap hari yang fresh agar terjaga kualitas dan cita rasa. 
7. Penerima waralaba wajib menyerahkan laporan keuangan setiap 
satu bulan sekali. 
8. Penerima waralaba wajib membayar royalty fee setiap satu bulan 
sekali. 
b. Hak Penerima Waralaba 
1. Berhak menerima merek dagang dan format usaha Crunchy Molen 
Kress. 
2. Berhak menjual produk yang sudah didapat dari waralaba Crunchy 
Molen Kress. 
61 
 
3. Memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan 
kerjasama waralaba tersebut. 
4. Mendapatkan pelatihan atau training untuk operator outlet selama 
satu minggu dari awal pembukaan outlet. 
c. Kewajiban Pemberi Waralaba 
1. Menyiapkan gerobak untuk outlet dan peralatan memasak. 
2. Memberikan pelatihan atau training untuk operator outlet mitra 
waralaba. 
d. Hak Pemberi Waralaba 
1. Menerima franchisee fee atas penyewaan hak lisensi.  
2. Berhak melakukan survey (pengawasan) franchisee sewaktu-
waktu.4 
Royalty fee ditetapkan oleh manajemen Crunchy Molen Kress dari 
laba bersih yang didapatkan oleh mitra. Pembayaran rotalty fee dilakukan 
oleh mitra setiap satu bulan sekali paling lambat tanggal 5. Royalty fee yang 
ditetapkan oleh pemberi waralaba secara rutin diperlukan untuk membiayai 
pemberian bantuan teknik selama kedua belah pihak terkait dalam 
perjanjian, yaitu pemberian support operasional dan promosi.5 
Perjanjian usaha waralaba ini merupakan kesepakatan kedua belah 
pihak, untuk setiap pemakaian merek, logo, meminta izin terlebih dahulu 
kepada pemberi waralaba, dan tidak diperbolehkan mengalihkan atau 
                                                             
4Ibid 
 
5Adrian Sutedi, Hukum Waralaba…, hlm. 73. 
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menjual sebagian atau seluruh hak perjanjian kerjasama kepada pihak lain 
atau pihak ketiga.   
Apabila terjadi perselisisahan atau perbedaan pendapat sehubungan 
dengan pelaksanaan perjanjian waralaba. Para pihak sepakat untuk 
menyelesaikan secara musysawarah, apabila musyawarah tidak mencapai 
kesepakatan, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum 
di Pengadilan.6 Sejauh ini di Crunchy Molen Kress belum pernah terjadi 
perselisihan yang serius. 
2. Pelaksanaan Usaha Waralaba di Crunchy Molen Kress Makam Haji 
Kartasura Perspektif Fiqh Muamalah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba 
a. Pelaksanaan Perjanjian Waralaba di Crunchy Molen Kress 
Makam Haji Kartasura Perspektif Fiqh Muamalah 
Bila diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan 
dalam waralaba dapat dikemukakan bahwa perjanjian itu merupakan 
pengembangan dari bentuk kerjasama (syirkah). Sistem waralaba yang 
diterapkan pada Crunchy Molen Kress sudah memenuhi syarat dan 
rukun syirkah. 
Syarat dan rukun syirkah terkait ijab dan qabul (shighat) , dalam 
praktiknya di Crunchy Molen Kress pada perjanjian waralaba ada 
pemberian dan penerimaan hak untuk menjalankan usaha dengan 
                                                             
66Farikh Rona Irawan, pemilik usaha waralaba Crunchy Molen Kress, Wawancara Pribadi, 
tanggal 15 Juni 2019, 14.00-14.45 WIB. 
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memanfaatkan dan menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri 
khas usaha waralaba Crunchy Molen kress. Selain itu syarat sahnya 
syirkah terkait barang yang menjadi objek akad atau modal (ma’qud 
alaih), dalam praktiknya di Crunchy Molen Kress sebelum melakukan 
perjanjian waralaba, mitra waralaba membayar franchisee fee sebesar 
Rp. 21.000.000, 00 sebagai modal awal usaha waralaba.  
Berdasarkan data yang terdapat pada bab dua dan bab tiga sistem 
usaha waralaba yang diterapkan pada Crunchy Molen Kress adalah 
bentuk kerjasama (syirkah) lebih khusus termasuk ke dalam jenis 
syirkah inan. Usaha waralaba Crunchy Molen Kress sudah memenuhi 
ketentuan dalam syirkah inan. 
1) Ketentuan syirkah inan porsi tanggung jawab atau kinerja, modal 
yang diberikan masing-masing pihak, dan bagi hasil antara pemberi 
waralaba dan penerima waralaba tidak sama, dalam praktiknya di 
Crunchy Molen Kress karena sudah diatur pada perjanjian yang 
terdapat di Addendum MoU Crunchy Molen Kress yang telah 
disepakati kedua belah pihak, terlihat jelas perbedaan porsi antara 
pemberi waralaba (Crunchy Molen Kress) dengan mitra baik 
kinerja, modal, dan bagi hasil. Modal awal yang dikeluarkan mitra 
Rp. 21.000.000,00 sedangkan pemberi waralaba lebih besar 
daripada yang dikeluarkan oleh mitra. Dari segi kinerja mitra hanya 
menjualkan produk molen, sedangkan pemberi waralaba 
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memproduksi produk, mendistribusikan produk ke mitra-mitra, dan 
menjual produk molen tersebut kepada mitra. 
2) Dalam fiqh muamalah syarat syirkah inan keuntungan dibagi sesuai 
dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama 
sesuai dengan presentase modal yang diberikan. Dalam praktiknya 
di Crunchy Molen Kress keuntungan yang didapat kedua belah 
pihak sesuai dengan MoU. Tetapi untuk praktik pembagian kerugian 
di Crunchy Molen Kress tidak ditanggung bersama seperti yang 
disebutkan dalam syarat syirkah inan.  
Selain itu salah satu dasar perjanjian bisnis waralaba adalah 
pemberian lisensi (ijin) oleh pemberi waralaba kepada penerima 
waralaba untuk menggunakan Hak Kekakayaan Intelektual (HKI) atau 
ciri khas pemberi waralaba di dalam menjalankan bisnisnya dengan 
imbalan sejumlah franchisee fee dan royalt fee yang harus dibayarkan 
oleh penerima waralaba dalam batas waktu tertentu. Dasar perjanjian 
bisnis waralaba tersebut tidak jauh berbeda dengan dasar akad ija>rah 
dalam hukum Islam yaitu mempunyai persamaan memindahkan 
kepemilikan manfaat atas benda ataupun jasa dengan pembayaran sewa 
dalam batasan waktu tertentu.7 Usaha waralaba Crunchy Molen Kress 
sudah memenuhi ketentuan dalam ija>rah.  
                                                             
7Puji Sulistyaningsih, dkk., “Sistem Bagi Hasil..., hlm 148 
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1) Sighat akad ija>rah harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua 
pihak yang melakukan kontrak, dalam praktiknya di Crunchy Molen 
Kress calon mitra waralaba melakukan permohonan bergabung 
menjadi mitra waralaba di Crunchy Molen Kress, apabila disetujui 
dan calon mitra waralaba sudah sesuai dengan syarat menjadi mitra, 
maka pemberi waralaba dan penerima waralaba melaksanakan 
kontrak perjanjian waralaba.  
2) Sewa adalah sesuatu imbalan sebagai kompensasi atau pembayaran 
manfaat yang didapat, dalam praktinya di Crunchy Molen Kress 
unsur sewa yang dilakukan antara pemberi waralaba dengan mitra, 
dimana Crunchy Molen Kress memberikan lisensi merek dagang 
Crunchy Molen Kress dan format bisnis waralaba kepada mitra 
waralaba. Mitra yang mendapatakan lisensi wajib memberikan 
imbalan Rp 21.000.000,00 dengan jangka waktu yang berlaku 5 
tahun. Mitra juga berkewajiban membayar royalty fee sebesar 2% 
setiap satu bulan sekali dari laba bersih yang diperoleh mitra.  
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba 
Crunchy Molen Kress ini beberapa praktiknya ada yang memenuhi 
rukun dan syarat syirkah inan dan ada yang tidak, tidak sesuai karena 
pada kerugian seharusnya ditanggung bersama, pada praktiknya di 
Crunchy Molen Kress hanya ditanggung oleh penerima waralaba.  
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Kemudian di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
sudah terpenuhi rukun dan syarat akad ija>rah sighat (ijab qabul) dan 
sewa.  
b. Pelaksanaan Usaha Waralaba di Crunchy Molen Kress Makam 
Haji Kartasura Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2007 Tentang Waralaba 
Penggunaan sistem waralaba pada Crunchy Molen Kress telah 
mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba. Dengan kriteria: 
1. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, usaha waralaba harus memiliki ciri khas usaha, dalam 
praktik usaha Crunchy Molen Kress ini memiliki keunggulan 
produk yang diwaralabakan unik yaitu produk pisang molen yang 
memiliki bermacam-macam varaian rasa. Dan produk pisang molen 
aneka rasa ini susah ditiru oleh orang lain karena dari cita rasa 
memiliki ciri khas sendiri.  
2. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, usaha waralaba terbukti sudah memberikan keuntungan, 
dalam praktik usaha Crunchy Molen Kress ini dari awal mulai 
mewaralabakan usaha Crunchy Molen Kress ini, sudah banyak mitra 
yang bergabung hingga sekarang total mitra ada 15 outlet yang 
tersebar di Sukoharjo, Surakarta, Boyolali, Salatiga, Yogyakarta dan 
Kendal. Masih banyaknya mitra yang bergabung hingga saat ini 
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menandakan mitra diuntungkan dalam usaha waralaba Crunchy 
Molen Kress ini.  Karena prospek bisnis dan keuntungan waralaba 
Crunchy Molen Kress ini sangat menjanjikan. 
3. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, usaha waralaba memiliki standar atas pelayanan dan 
barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis 
supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam 
kerangka kerja yang jelas dan sama. Dalam praktik usaha Crunchy 
Molen Kress ini memiliki Standar Operasional Produk (SOP) yang 
sudah diatur dalam Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen 
Kress, mitra walaba harus mengikuti segala peraturan dan SOP yang 
terpadat diperjanjian waralaba Crunchy Molen Kress. Hak dan 
kewajiban masing-masing pihak antar penerima waralaba dan 
pemberi waralaba sudah jelas diatur dalam Addendum Mou 
Waralaba Crunchy Molen Kress. 
4. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba , mudah diajarkan, diaplikasikan, dan adanya dukungan 
yang berkesinambungan, yaitu dukungan dari pemberi waralaba 
dengan penerima waralaba secara terus menerus seperti bimbingan 
operasional, pelatihan, dan promosi. Dalam praktik usaha Crunchy 
Molen Kress pada saat pembukaan outlet mitra waralaba 
mendapatkan fasilitas pelatihan atau training operator outlet selama 
satu minggu. Mitra juga mendapatkan support promosi atasa 
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pembayaran rolaty fee. Pihak Crunchy Molen Kress memberikan 
fasilitas sebagai konsultan dan memberikan masukan bagi mitra 
untuk meningkatkan penjualan produk molen.  
5. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar, dalam 
usaha waralaba Crunchy Molen Kress merek dagang “Crunchy 
Molen Kress” sudah dilakukan pendaftaran hak paten akan tetapi 
sampai saat ini belum mendapatkan hak paten, karena terkendala 
birokrasi. 
6. Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, perjanjian waralaba harus memuat klausula dalam sistem 
waralaba, dalam praktiknya di Crunchy Molen Kress seluruh 
klausula sistem waralaba sudah diatur dalam perjanjian Addendum 
Waralaba Crunchy Molen Kress.  
7. Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, perjanjian waralaba dapat memuat klausula pemberian 
hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba 
lain harus memiliki dan melaksanakan sendiri paling sedikit satu 
tempat usaha waralaba, dalam praktiknya Crunchy Molen sendiri 
memiliki 15 outlet milik sendiri bukan milik mitra waralaba. 
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa sistem waralaba 
Crunchy Molen Kress ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Usaha waralaba yang 
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dilakukan Crunchy Molen Kress dengan mitra waralaba sudah sesuai 
dengan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2007 Tentang Waralaba.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian ini, dapat penulis simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Bentuk waralaba usaha Crunchy Molen Kress adalah waralaba merek 
dagang dan produk sebagai suatu format bisnis. Pemberi waralaba 
memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk yang 
dikembangkan oleh pemberi waralaba yang disertai dengan pemberian 
izin untuk menggunakan merek dagang milik pemberi waralaba dengan 
imbalan franchisee fee dan royalty fee. Hak dan kewajiban antara pihak 
pemberi waralaba dan penerima waralaba sudah diatur dalam 
Addendum MoU Waralaba Crunchy Molen Kress. 
2. Sistem waralaba Crunchy Molen Kress ini beberapa praktiknya ada 
yang memenuhi rukun dan syarat syirkah inan dan ada yang tidak, tidak 
sesuai karena pada kerugian seharusnya ditanggung bersama, pada 
praktiknya di Crunchy Molen Kress hanya ditanggung oleh penerima 
waralaba. Kemudian di Crunchy Molen Kress Makam Haji Kartasura 
sudah terpenuhi rukun dan syarat akad ija>rah sighat (ijab qabul) dan 
sewa. Sistem waralaba Crunchy Molen Kress ini sudah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Usaha 
waralaba yang dilakukan Crunchy Molen Kress dengan mitra waralaba 
sudah sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.  
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B. Saran 
MUI (Majelis Ulama Indonesia) hendaknya juga mengeluarkan fatwa 
mengenai bisnis waralaba ini sebagaimana mengeluarkan fatwa mengenai 
usaha-usaha lainnya. Penerbitan fatwa ini dimaksudkan untuk menjadi 
acuan tata cara waralaba yang sesuai dengan Islam kontemporer dan 
memberikan kejelasan mengenai kedudukan waralaba dalam Islam.  
Bagi manajemen Crunchy Molen Kress agar mengurus hak paten 
produk dan label halal produk molen agar masyararakat juga lebih merasa 
aman membeli produk makanan yang halal. Menambah poin dalam 
perjanjian Addendum Mou Waralaba Crunchy Molen Kress berkaitan 
dengan berkahirnya kemitraan, agar mitra waralaba tidak meniru produk, 
menjual produk dengan nama yang sama pada saat perjanjian waralaba telah 
berakhir. 
Bagi pemerintah Republik Indonesia seharusnya juga melakukan 
amandemen terhadapa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
waralaba, agar sistem waralaba di Indonesia semakin baik dan sesuai 
dengan keadaan dan kondisi yang terjadi pada saat ini.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1 
 
Gambar 1 Wawancara dengan Farikh Rona Irawan (Pemilik Usaha Crunchy 
Molen Kress) 
 
 
Gambar 2 Gerobak outlet Crunchy Molen Kress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
Gambar 3 dan 4 Produk Molen di Cruncy Molen Kres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 sampai dengan 20 adalah Addendum Mou Waralaba Crunchy Molen 
Kress 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Daftar wawancara dengan Farikh Rona Irawan (Pemilik Usaha Crunchy Molen 
Kress) 
1. Bagaimana awal mula pendirian crunchy molen kress ini? 
2. Mengapa memilih usaha membuat produk molen? 
3. Kapan usaha crunchy molen kress mulai diwaralabakan? 
4. Bagaimana tahapan untuk membeli lisensi waralaba crunchy molen kress? 
5. Berapa harga franchisee fee waralaba crunchy molen kress?  
6. Bagaimana sistem pembayaran franchise fee pada waralaba crunchy molen 
kress? 
7. Bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama waralaba cruncy molen kress? 
8. Berapa lama perjanjian waralaba berlangsung? 
9. Apakah ada kewajiban yang harus dilakukan penerima waralaba sebelum 
membuka outletcrunchy molen kress? 
10. Bagaimana tata cara pembayaran royalty fee? 
11. Berapa laba yang diperoleh setiap bulannya? 
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